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ABSTRAK 

Analisis Kinerja Tenaga Sistem Pendukung di Sekretariat Jenderal  

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Rosweni Sukandar, Ridwan Rajab, Hamka 

roseweni21@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum 

optimalnya kinerja Tenaga Sistem Pendukung (TSP) di Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dapat menentukan strategi yang tepat 

dalam mengoptimalkan kinerjanya sehingga dapat mendukung pencapaian visi, 

misi dan tujuan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif 

dimana data yang diambil berasal dari tiga sumber, yaitu hasil wawancara dengan 

informan kunci sebanyak 8 informan, pengamatan di lapangan dan melakukan 

telaahan dokumen yang berkaitan dengan kinerja Tenaga Sistem Pendukung (TSP) 

di Sekretaraiat Jenderal DPR RI. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum 

optimalnya kinerja Tenaga Sistem Pendukung di Sekretariat Jenderal DPR RI, 

diakibatkan kurangnya kompetensi TSP baik pengetahuan atau keterampilan, 

kurangnya motivasi TSP karena kurangnya pemahaman TSP terhadap 

tugas/tanggung jawab dan belum adanya kesempatan untuk mengembangkan diri, 

serta kurangnya dukungan organisasi dalam peningkatan kompetensi atau 

pengembangan kapasitas TSP. Oleh karena itu, dukungan dari Sekretariat Jenderal 

DPR RI dalam mengembangkan TSP akan memberikan manfaat yang signifikan 

baik bagi organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI maupun bagi TSP itu sendiri. Bagi 

Sekretariat Jenderal DPR RI, pengembangan TSP akan meningkatkan produktivitas 

dan kinerja. Sementara itu, bagi TSP, hal ini akan meningkatkan kompetensi dalam 

menjalankan tugas dan menyelesaikan masalah pekerjaan. Dukungan ini juga 

memotivasi TSP untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan baru, serta perilaku kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab. Dengan demikian, TSP akan lebih memahami tugas dan tanggung 

jawabnya serta memiliki peluang untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, 

pengembangan kompetensi TSP dapat menjadi strategi penting bagi Sekretariat 

Jenderal DPR RI untuk mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi. 

 

Kata kunci: analisis kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
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ABSTRACT 

Performance Analysis of Support System Personnel at The Secretariat General 

of The House of Representative of The Republic Indonesia 

Rosweni Sukandar, Ridwan Rajab, Hamka 

roseweni21@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This research aims to analyze the factors that cause the non-optimal performance 

of Support System Personnel (SSP) at the Secretariat General of the House of 

Representatives of the Republic of Indonesia in order to determine the right strategy 

in optimizing its performance so that it can support the achievement of the vision, 

mission and goals of the Secretariat General of the House of Representatives of the 

Republic of Indonesia. This research method is a research method with a qualitative 

approach where the data taken comes from three sources, namely the results of 

interviews with 8 key informants, observations and reviewing documents related to 

the performance of Support System Personnel (SSP) at the Secretary General of the 

House of Representatives of the Republic of Indonesia. The research results show 

that the performance of Support System Personnel at the Secretariat General of the 

House of Representatives of the Republic of Indonesia has not been optimal, due to 

a lack of SSP competence, either knowledge or skills, lack of motivation due to 

SSP's lack of understanding of tasks/responsibilities and lack of opportunities to 

develop themselves, as well as lack of organizational support in increasing 

competency or developing SSP capacity. therefore, support from the Secretariat 

General of the the House of Representatives of the Republic of Indonesia in 

developing the SSP will provide significant benefits both for the organization of the 

Secretariat General of the the House of Representatives of the Republic of 

Indonesia and for the SSP itself. For the Secretariat General of the the House of 

Representatives of the Republic of Indonesia, developing SSP will increase 

productivity and performance. In the meantime, for the SSP, this will increase 

competence in carrying out tasks and resolving work problems. This support also 

motivates SSPs to continue learning and developing knowledge, new skills, and 

work behaviors that support the implementation of tasks and responsibilities. Thus, 

the SSP will better understand its duties and responsibilities and have the 

opportunity to develop itself. Therefore, developing SSP competencies can be an 

important strategy for the Secretariat General of the the House of Representatives 

of the Republic of Indonesia to optimize individual and organizational 

performance. 

 

Keywords: performance analysis, factors influencing performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi yang terus berkembang dan penuh tantangan, dimana 

keunggulan kompetitif bukan hanya ditentukan oleh sumber daya material dan 

teknologi, tetapi juga oleh kepiawaian sumber daya manusia (SDM). SDM bukan 

hanya sekadar komponen penting dalam struktur organisasi, melainkan fondasi 

yang mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Peran dan kontribusi 

yang dimiliki SDM menjadi semakin penting dan strategis, SDM tidak hanya 

sebagai individu pegawai atau kelompok pegawai yang bekerja sama, tetapi 

kumpulan bakat, keterampilan, keahlian dan nilai yang membentuk keberhasilan 

suatu organisasi. SDM yang memiliki potensi atau kemampuan yang tinggi akan 

mampu menciptakan kreativitas dan inovasi serta mampu beradaptasi dengan 

perubahan dan tantangan yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. 

Sebagaimana dikemukakan Sutrisno (2009, P.1) bahwa sumber daya manusia 

adalah sumber daya yang mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, keterampilan, 

pengetahuan, motivasi, kekuatan dan hasil kerja. Seluruh potensi SDM tersebut 

akan mempengaruhi upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Bagaimanapun 

majunya teknologi dan informasi, adanya ketersediaan modal, bahan baku yang 

cukup, tanpa SDM akan sulit bagi organisasi untuk menggapai tujuannya. SDM 

sebagai sumber daya harus terus ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat 

menunjang keberhasilan yang maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. 

 Pendapat itu juga diperkuat oleh Nawawi (Sulistiyani & Rosidah, 2009, p. 

11) bahwa SDM adalah potensi manusia sebagai motor penggerak organisasi dan 

aset yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi.  SDM merupakan modal dasar 

suatu organisasi untuk mencapai prestasi organisasi. Untuk memiliki kondisi 

organisasi yang lebih baik, maka perlu adanya pengelolaan SDM tepat untuk 

menciptakan SDM yang berkualitas dan berkinerja tinggi. 
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Tidak dapat disangkal bahwa SDM yang berkualitas atau memiliki 

kemampuan merupakan aset, sekaligus strategi terbaik bagi organisasi untuk 

mencapai kinerja yang unggul. SDM yang kompeten akan melaksanakan tugasnya 

dengan baik, menghasilkan kinerja yang lebih tinggi, dan berkontribusi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pengelolaan SDM yang cermat dan 

strategis menjadi kunci utama bagi kesuksesan suatu organisasi. Organisasi yang 

mampu mengeksplorasi keterampilan, keahlian dan nilai-nilai yang dimiliki SDM, 

serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SDM-nya akan mampu 

meraih keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kinerja individu SDM dan 

organisasi.  

Kinerja organisasi pemerintahan bergantung pada SDM Aparatur. Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sebagai SDM aparatur memegang peran sentral dalam 

menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, menyediakan layanan publik yang 

berkualitas baik barang/jasa dan pelayanan admnistratif, kebijakan dan 

implementasi program-program pemerintahan. Namun, peran penting tersebut 

sering terkendala oleh sejumlah permasalahan. Berbagai hal yang meliputi 

manajemen sumber daya manusia, tata kelola, kompetensi, dan efektivitas kinerja 

PNS menjadi persoalan yang harus diselesaikan dan dicarikan solusinya, guna 

meningkatkan kinerja PNS dan kualitas layanan publik.    

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM aparatur adalah 

adanya ketidakseimbangan antara jumlah PNS yang tersedia dengan kebutuhan 

yang sesungguhnya (riil). Dikutip dari Jurnal Ajib Rakhmawanto dalam 

“Rasionalisasi Kebutuhan dan Distribusi PNS” bahwa kebutuhan PNS ialah jumlah 

(kuantitas), kriteria (kualitifikasi), kompetensi (kualitas) secara objektif (rasional) 

yang dibutuhkan pada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Untuk mengupayakan pelayanan publik yang profesional perlu 

menciptakan komposisi ideal antara jumlah kebutuhan PNS dengan jumlah 

kebutuhan yang akan mendapatkan pelayanan publik. Jumlah PNS harus 

proporsional dengan jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, 

diperlukan perbandingan yang rasional antara jumlah PNS dengan jumlah 
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penduduk yang akan dilayani. Tentunya semakin banyak jumlah penduduk, maka 

semakin bertambah beban kerja dan kompleksitas pelayanan publik.  

Dikutip dari Praditya, Ilyas Istanur, “Tembus 4,5 Juta Orang, Sudah Idealkah 

Jumlah PNS RI?” Liputan 6, tanggal 7 September 2017 dinyatakan bahwa pada 

tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 255 juta jiwa dan jumlah PNS 

4,5 juta orang, maka jika dibandingkan, rasio jumlah PNS terhadap populasi 

penduduk di Indonesia adalah 1.8%, artinya setiap 100 orang penduduk Indonesia 

hanya dilayani 1--2 orang PNS. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, maka 

Malaysia rasio PNS terhadap jumlah penduduk mencapai 4%, artinya setiap 100 

orang penduduk Malaysia dilayani 4 orang PNS; sementara Laos 2.59%, artinya 

setiap100 orang penduduk Laos dilayani 2--3 orang PNS; dan tertinggi di Brunei 

Darussalam mencapai 12%, artinya setiap 100 orang penduduk Brunei Darussalam 

dilayani 12 orang PNS. 

Berikut ini merupakan perbandingan jumlah ASN Nasional dan jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2020--2022: 

Tabel 1.1 

Perbandingan Jumlah ASN dengan Penduduk Indonesia 

Jumlah ASN Nasional dan Penduduk Indonesia 

2020 2021 2022 

PNS PPPK Penduduk 

Indonesia 

PNS PPPK Penduduk 

Indonesia 

PNS PPPK Penduduk 

Indonesia 

4.189.121 - 270,2 juta 

jiwa 

4.168.118 - 272,68 

juta jiwa 

3.890.579 363.934 275,77 

juta jiwa 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 dan Buku Statistik PNS Desember 2020, 2021 dan 2022  

 

Berdasarkan tabel di atas, rasio jumlah PNS dibandingkan dengan jumlah 

PNS pada tahun 2020--2022 sebesar 1,5%, walaupun jumlah penduduk Indonesia 

mengalami peningkatan, namun jumlah PNS tidak mengalami peningkatan.  

Beriringan dengan hal tersebut, di beberapa sektor mungkin kekurangan PNS, 

sementara sektor lainnya mungkin memiliki jumlah yang berlebihan. Kondisi 

kekurangan PNS ini menyebabkan beban kerja berlebihan bagi PNS yang tersedia. 

Hal ini juga dapat berdampak pada rendahnya kinerja dan kualitas layanan yang 

diberikan. Ketersediaan SDM yang terbatas dapat mengakibatkan kelambanan 
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dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan 

mempengaruhi juga efektivitas kinerja organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, 

pemenuhan SDM yang cermat dan terukur dengan menghitung beban kerja dan 

kompleksitas pelayanan publik dapat menjadi kunci mengatasi tantangan 

pengelolaan SDM aparatur yang timpang untuk menciptakan kinerja birokrasi 

pemerintah yang optimal. 

Sinambela (2016:482) menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi amat 

bergantung pada kinerja individu pegawai yang ada di dalam organisasi. 

Keberhasilan individu pegawai dalam melaksanakan tugasnya akan mempengaruhi 

kinerja pimpinan. Artinya jika kinerja individu pegawai baik, maka kinerja 

pimpinan dan organisasi pun baik. Begitu pula dengan organisasi Setjen DPR RI, 

kinerjanya akan amat bergantung dari kinerja setiap pegawai yang ada di organisasi. 

Berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR 

RI) merupakan aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen 

DPR RI mengemban tugas membantu kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas 

DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian. Setjen DPR RI sebagai 

sistem pendukung (supporting system) DPR RI memiliki komitmen yang tinggi 

untuk mengelola SDM pendukung yang kompeten dan profesional agar berkinerja, 

sehingga terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Tentunya, 

SDM pendukung yang mempunyai kompetensi dan motivasi kerja yang kuat akan 

sangat menunjang kinerja DPR RI.  

Dalam mendukung kinerja DPR RI tersebut, tentunya Setjen DPR RI perlu 

di-support dengan SDM yang cukup baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun 

kualitas (kompetensi). Sesuai analisa kebutuhan organisasi yang tertuang dalam SK 

Sekjen DPR RI Nomor 2426/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis 

Beban Kerja pada Sekjen DPR RI (SK Nomor 2426 Tahun 2022), untuk dapat 

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, Setjen DPR RI perlu didukung SDM 
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sebanyak 3.605 orang, sedangkan berdasarkan data dari Bagian Manajemen Kinerja 

dan Informasi ASN per bulan Oktober 2022 bahwa jumlah ketersediaan SDM dari 

unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 1.342 orang, sehingga masih terdapat 

kekurangan SDM sejumlah 2.328 orang. Kebutuhan SDM Setjen DPR RI 

sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 1.1. 

Kebutuhan SDM Setjen DPR RI 

 

Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN Tahun 2022 

 

Berikut ini gambaran kebutuhan SDM Setjen DPR RI dalam beberapa tahun 

terakhir: 

  Tabel 1.2.  

Kebutuhan SDM Setjen DPR RI 

Tahun Kebutuhan SDM Ketersediaan 

SDM (PNS) 

Kekurangan/Selisih 

SDM 

2021 3.510 1.365 2.145 

2022 3.605 1.342 2.328 

2023 3.605 1.319 2.286 

Sumber: Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN Tahun 2023 

 

Sesuai tabel 1.2 di atas, jumlah kekurangan SDM setiap tahunnya selalu lebih 

banyak daripada jumlah ketersediaan SDM. Jumlah keluar masuk ASN di Setjen 

DPR RI sangat dinamis misalnya pada tahun 2022 terdapat perpindahan jumlah 

1,342 

2,328 

Ketersediaan SDM Kekurangan SDM
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PNS Setjen DPR RI yaitu mutasi masuk ke Setjen DPR RI sebanyak 6 orang, mutasi 

keluar dari Setjen DPR RI sebanyak 9 orang, purnabakti (pensiun) sebanyak 70 

orang, dan penerimaan CPNS sejumlah 75 orang, namun 1 orang mengundurkan 

diri. 

Sehubungan dengan itu, untuk mendukung kinerja DPR RI, dinilai kurang 

mencukupi jika Setjen DPR RI hanya menggantungkan pada SDM dari unsur PNS 

baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kompetensi). Mengingat jumlah 

PNS tersebut setiap tahunnya berkurang baik karena mutasi, pensiun maupun 

meninggal dunia. Selain itu, jumlah PNS yang masuk atau direkrut ke dalam 

organisasi pun bergantung pada jumlah formasi yang disetujui oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

(Kemenpan RB RI), sehingga masih banyak kekosongan jabatan di Setjen DPR RI. 

Adanya tuntutan yang tinggi terhadap kinerja Setjen DPR RI dan juga dihadapkan 

adanya keterbatasan SDM dari unsur PNS serta adanya gap antara kebutuhan dan 

ketersediaan SDM, mendorong Setjen DPR RI untuk melakukan perekrutan atau 

pengadaan Tenaga Sistem Pendukung (TSP). Dengan demikian, SDM pendukung 

kinerja Setjen DPR RI terdiri dari PNS dan TSP.  

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen DPR RI) 

Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tenaga Sistem Pendukung Sekretariat 

Jenderal DPR RI, TSP adalah tenaga yang direkrut melalui pengadaan jasa oleh 

Setjen DPR RI berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna 

memberikan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian, sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. Keberadaan TSP ini adalah untuk mendukung pelaksanaan 

tugas ASN di lingkungan biro/pusat/inspektorat. TSP berhak menerima honorer 

atas biaya Anggaran Pendapat dan Belanja Negara sesuai dengan beban kerja, 

tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Meskipun status kepegawaian TSP bersifat 

perjanjian kerja atau kontraktual, tetapi tetap penting untuk mengelola TSP secara 

optimal, agar TSP dapat memberikan kontribusi kinerja yang maksimal.  
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Berikut ini merupakan jumlah TSP yang tersebar di 20 (duapuluh) 

biro/pusat/inspektorat atau unit kerja setingkat eselon II dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir: 

Tabel 1.3. 

Rekapitulasi Jumlah TSP Setjen DPR RI 

NO UNIT KERJA/PENGELOLA 2021 2022 2023 

1.  Biro Umum 761 775 779 

2.  Biro Kesekretariatan Pimpinan 62 69 66 

3.  Biro Perencanaan dan Organisasi 4 8 6 

4.  Biro Sumber Daya Manusia 

Aparatur 

10 14 13 

5.  Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat 

7 7 9 

6.  Biro Keuangan 15 16 24 

7.  Biro Kerja Sama Antar Parlemen 

dan Organisasi Internasional 

6 8 7 

8.  Biro Pengelolaan Bangunan dan 

Wisma 

186 195 186 

9.  Biro Persidangan I 62 71 73 

10.  Biro Persidangan II 12 16 16 

11.  Biro Protokol dan Hubungan 

Masyarakat 

64 76 77 

12.  Biro Pemberitaan Parlemen 203 216 220 

13.  Inspektorat II 10 10 10 

14.  Pusat Penelitian  4 4 4 

15.  Pusat Kajian Anggaran 19 19 19 

16.  Pusat Pendidikan dan Pelatihan 9 10 10 

17.  Pusat Perancangan Undang-Undang 10 22 20 

18.  Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang 

12 13 13 
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NO UNIT KERJA/PENGELOLA 2021 2022 2023 

19.  Pusat Analisis Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

15 19 

 

20 

20.  Pusat Teknologi Informasi 16 17 17 

 Total 1.487 1.585 1.589 

Sumber: Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non ASN Tahun 2022 (Sebelum 

Perubahan Struktur Organisasi sesuai Persekjen DPR RI No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Persekjen No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI  

  

Dengan banyaknya jumlah TSP yang tersebar di biro/pusat/inspektorat di 

lingkungan Setjen DPR RI, maka manajemen TSP yang efektif dan strategis sangat 

penting untuk memastikan bahwa keberadaan mereka memberikan kontribusi 

masksimal terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi Setjen 

DPR RI. Penting untuk memiliki kebijakan yang jelas, pengaturan kontrak atau 

perjanjian kerja yang adil, dan program pengembangan TSP agar TSP merasa 

dihargai, didukung, dan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap 

kinerja Setjen DPR RI. Pengelolaan TSP yang profesional diharapkan dapat 

menghasilkan TSP yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga membantu 

tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi Setjen DPR RI. 

Keberadaan TSP Setjen DPR RI memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menjalankan beban kerja yang tidak dapat diisi oleh PNS.  Kontribusi TSP menjadi 

penting untuk dipertimbangkan dalam mendukung kinerja Setjen DPR RI. Untuk 

menjalankan peran pentingnya, TSP perlu memiliki kemampuan dan motivasi yang 

tinggi. Upaya untuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada TSP secara 

tepat, harus memperhatikan kesesuaian antara tuntutan pekerjaan dan kompetensi 

yang dibutuhkan organisasi. TSP juga harus didorong atau dimotivasi untuk 

meningkatkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi. 

Menurut Mitchell (Sinambela, 2016, p. 484), kinerja yang baik itu 

dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sedangkan menurut Wibowo (2013, 

p.4), implementasi kinerja yang baik dilaksanakan oleh SDM yang memiliki 
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kemampuan atau kompetensi, dan kepentingan. Dengan demikian jika kompetensi 

dan motivasi dipadukan dengan baik, maka dapat menjadi lompatan signifikan 

dalam kinerja TSP di Setjen DPR RI. Kompetensi yang tinggi akan menjadikan 

pelaksanaan tugas dan pekerjaan TSP maksimal, sementara motivasi yang tinggi 

akan memastikan bahwa kompetensi diterapkan secara konsisten dengan dorongan 

semangat kerja yang tinggi. 

Wibowo (2013, p.324) menyataan bahwa kompetensi adalah kemampuan 

untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan 

keterampilan serta didukung oleh sikap dan perilaku yang diperlukan untuk 

pekerjaan itu. Wibowo juga mengemukakan bahwa kompetensi itu sebagai 

karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dipunyai atau dibutuhkan oleh 

setiap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

efektif serta meningkatkan standar mutu profesional pekerjaannya. Spencer and 

Spencer (Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2009, p. 220) berpendapat 

bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seorang individu dan 

berkaitan erat dengan efektivitas kinerja individu dalam melakukan suatu 

pekerjaan.  

Kompetensi pegawai dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang 

dimilikinya. Tingkat pendidikan seorang individu pegawai berkaitan erat dengan 

pengembangan potensi individu itu sendiri, baik itu potensi mental intelektual 

maupun emosional.  Tingkat pendidikan sering kali berakumulasi pengetahuan 

yang lebih luas dan keterampilan yang lebih maju. Pegawai dengan latar belakang 

pendidikan yang lebih tinggi akan cenderung mempunyai pemahaman dan 

kemampuan yang lebih dalam terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan mempunyai 

keterampilan yang relevan dalam bidang tugas-tugasnya. Pegawai dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi juga akan memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi 

lebih cepat. Hal ini berarti tingkat pendidikan yang dimiliki seorang pegawai akan 

menentukan kemampuan pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Berikut ini merupakan data tingkat pendidikan TSP di Setjen DPR RI:  

 

Gambar 1.2. 

Tingkat Pendidikan TSP di Setjen DPR RI 

 

Sumber: Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non ASN Tahun 2022 

  

Berdasarkan Gambar 1.2. di atas, jumlah TSP dengan tingkat pendidikan 

SMA atau sederajat lebih mendominasi yaitu sebanyak 927 orang atau 58.33% 

dan diikuti TSP dengan tingkat pendidikan S1 sebesar 508 orang atau 31.96%. 

Untuk mencapai kinerja yang optimal, tentunya Setjen DPR RI perlu 

meningkatkan kualitas SDM-nya baik melalui peningkatan pendidikan 

maupun pengembangan sesuai dengan bidang tugas. 

Untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas, berikut ini merupakan 

gambaran keberadaan TSP yang ada di salah satu unit kerja setingkat eselon II, 

yaitu: 

Tabel 1.4. 

SDM di Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) 

Jabatan 
Ketersediaan 

PNS 

Ketersediiaan 

TSP 
Kebutuhan 

Kepala Biro SDMA 1 0 1 

Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN    

2

22

927

80

508

46

0 200 400 600 800 1000

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2
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Jabatan 
Ketersediaan 

PNS 

Ketersediiaan 

TSP 
Kebutuhan 

Pejabat Administrator (Kepala Bagian ) 1 0 1 

Fungsional/Pelaksana:    

Analis SDMA Ahli Madya 0 0 2 

Analis SDMA Ahli Muda 1 0 3 

Analis SDMA Ahli Pertama 2 0 3 

Pranata SDM Penyelia 0 0 3 

Pranata SDM Mahir 1 0 3 

Pranata SDM Terampil 1 0 5 

Pengolah Data dan Informasi 14 2 10 

Pengadministrasi Perkantoran 1 0 1 

Jumlah SDM  22 2 32 

Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi 

ASN 

   

Pejabat Administrator (Kepala Bagian ) 1 0 1 

Fungsional/Pelaksana:    

Analis SDMA Ahli Madya   0 0 4 

Analis SDMA Ahli Muda 2 0 5 

Analis SDMA Ahli Pertama 4 0 7 

Pranata SDM Penyelia 0 0 3 

Pranata SDM Mahir 0 0 3 

Pranata SDM Terampil 2 0 4 

Pengolah Data dan Informasi 6 4 8 

Pengadministrasi Perkantoran 1 0 3 

Jumlah SDM 16 4 38 

Bagian Manajemen SDM Non ASN    

Pejabat Administrator (Kepala Bagian ) 1 0 1 

Fungsional/Pelaksana:    

Analis SDMA Ahli Madya 0 0 2 

Analis SDMA Ahli Muda 1 0 2 

Analis SDMA Ahli Pertama 0 0 2 

Pranata SDM Penyelia 0 0 3 

Pranata SDM Mahir 0 0 2 

Pranata SDM Terampil 0 0 5 
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Jabatan 
Ketersediaan 

PNS 

Ketersediiaan 

TSP 
Kebutuhan 

Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 14 

Pengolah Data dan Informasi 3 2 7 

Pengadministrasi Perkantoran 0 2 5 

Jumlah SDM 12 4 43 

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional    

Pejabat Administrator (Kepala Bagian ) 1 0 1 

Fungsional/Pelaksana:    

Analis SDMA Ahli Madya 0 0 3 

Analis SDMA Ahli Muda 1 0 4 

Analis SDMA Ahli Pertama 3 0 4 

Pranata SDM Penyelia 1 0 1 

Pranata SDM Mahir 0 0 2 

Pranata SDM Terampil 0 0 1 

Penelaah Teknis Kebijakan 0 0 2 

Pengolah Data dan Informasi 10 3 7 

Pengadministrasi Perkantoran 0 1 7 

Jumlah SDM  15 4 32 

Total SDM 65 14 145 

Sumber: Persekjen No. 15 Tahun 2023 tentang Penetapan nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat 

Jenderal DPR RI. 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 14 (empatbelas) TSP yang mengisi atau 

melaksanakan pekerjaan pada jabatan pelaksana yaitu sebanyak 11 TSP mengisi 

pekerjaan pengolah data dan informasi, dan sebanyak 3 TSP mengisi pekerjaan 

pengadministrasi perkantoran. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, TSP di Biro 

SDMA memiliki tingkat pendidikan yang beragam, diantaranya tingkat pendidikan 

S2 sejumlah 1 orang, S1 sejumlah 4 orang, DIII sejumlah 3 orang, DI sejumlah 1 

orang, dan SMA/SMK sebanyak 4 orang.  

Sesuai data, 1 (satu) dari 4 (empat) TSP dengan pendidikan SMA/SMK 

mengisi pekerjaan pengolah data dan informasi dan 3 (tiga) dari 4 (empat) TSP 

mengisi pekerjaan pengadministrasi perkantoran. Jika disandingkan dengan SK 

Sekjen DPR RI Nomor 2498/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Hasil Analisis 
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Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 

dinyatakan bahwa persyaratan pendidikan untuk jabatan pengolah data dan 

informasi adalah D-3 bidang yang relevan dengan tugas jabatan, sedangkan untuk 

jabatan pengadministrasi perkantoran adalah SLTA/D-1/D-2/D-3 bidang 

Manajemen Perkantoran/Administrasi Perkantoran/Tata Perkantoran atau bidang 

lain yang relevan dengan tugas jabatan. Dengan demikian, di unit kerja di bawah 

Biro SDMA masih ada 1 (satu) TSP dengan tingkat pendidikan SMA mengisi 

pekerjaan pengolah data dan informasi dimana belum sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan yang dipersyaratan dalam jabatan. 

Kaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa dalam upaya mendukung 

pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna 

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui suatu sistem atau alur kerja yang 

mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, maka seyogyanya 

Setjen DPR RI turut andil memperhatikan kompetensi SDM-nya dalam hal ini TSP 

baik dengan peningkatan pendidikannya maupun dengan mengedepankan 

pekerjaan keahlian/keterampilan dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang 

disesuaikan dengan bidang tugas.  

Karena bagaimanapun tingkat pendidikan yang dimiliki TSP dapat 

menyumbang pengaruh terhadap kompetensi TSP, dan akhirnya dapat 

mempengaruhi kinerja TSP itu sendiri dan kinerja Setjen DPR RI. Berdasarkan 

penelitian Iman Perama (Hubungan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kompetensi 

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebubayaan Kabupaten Kampar, 2015) 

berpendapat bahwa ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dan kompetensi. 

Artinya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana 

dikemukakan Hariandja (2002) bahwa tingkat pendidikan pegawai dapat 

meningkatkan daya saing organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi.  

Pada Desember 2023, Setjen DPR RI mengadakan seleksi TSP terhadap 835 

orang TSP di Setjen DPR RI guna mengukur kompetensi TSP dan sebagai bahan 

evaluasi bagi para pimpinan unit kerja di Setjen DPR RI untuk pembinaan TSP di 
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unit kerjanya. Hasil seleksi sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 1.5. 

Hasil Seleksi TSP Desember 2023 

No Range Nilai Jumlah TSP 

1.  0--10 1 

2.  11--20 2 

3.  21--30 19 

4.  31--40 94 

5.  41--50 244 

6.  51--60 283 

7.  61--70 158 

8.  71--80 32 

9.  81--90 2 

10.  91--100 0 

Jumlah  835 

Sumber: Bagian Manajemen SDM Non Aparatur Desember 2023 

 

Berdasarkan hasil seleksi tersebut menunjukan bahwa terdapat 283 TSP 

(33.89%) dengan range nilai kompetensi 51—60, diikuti 244 (29.22%) TSP dengan 

range nilai 41—50, dan 94 TSP (11.26%) dengan range nilai 31—40, sehingga 

range nilai 0—60 secara total berjumlah 643 TSP atau 77%. Apabila range nilai 

yang direkomendasikan lulus seleksi kompetensi diantara nilai 61--100 maka hanya 

sekitar 192 TSP atau 23% dinyatakan lulus uji kompetensi. Dengan demikian, ada 

sebanyak 77% TSP yang perlu dilakukan peningkatan kompetensi lebih lanjut.   

Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja organinsasi bergantung pada kinerja 

individu, sehingga penting bagi organisasi untuk mengelola, mengembangkan dan 

memberdayakan SDM atau pegawai secara optimal untuk meraih tujuan organisasi. 

kompetensi pegawai memiliki kaitan erat dengan kinerja pegawai, karena 

kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang 

dimiliki seorang pegawai akan sangat memengaruhi efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana diungkapkan Mitchell (Sinambela, 2016, p. 

484) bahwa ‘kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan 
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motivasi kerja yang sesuai. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki kompetensi 

tinggi cenderung lebih mampu menyelesaikan tugas dengan baik, mengatasi 

masalah secara efektif, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Hal ini berdampak 

positif pada pencapaian target kinerja dan tujuan organisasi. Ketika individu 

pegawai merasa kompeten, mereka cenderung lebih termotivasi, dan akan 

meningkatkan kepercayaan diri. Motivasi yang tinggi mendorong seseorang untuk 

terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka, meningkatkan 

kompetensi. Kombinasi keduanya menghasilkan kinerja yang optimal, di mana 

individu dan tim bekerja lebih efisien, produktif, dan kreatif, membantu organisasi 

mencapai tujuan dengan lebih baik. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat gejala belum optimalnya 

kinerja TSP di Setjen DPR RI. Hal ini terlihat dari beberapa tanda, yaitu: 

1. kurang memadainya kompetensi TSP. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi 

kekeliruan atau kesalahan berulang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

sehingga perlu dilakukan koreksi atau perbaikan berulang kali, dan akhirnya 

memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, serta terjadi keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan; kesulitan memahami atau menafsirkan instruksi yang 

diberikan, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini  

menunjukan kurangnya pemahaman TSP terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 

menjadi tugasnya. 

2. kurangnya motivasi pegawai. Hal ini ditunjukan dengan adanya ketidakminatan 

untuk belajar hal yang baru atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan 

yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan; kurang bersemangat atau 

kurang antusias dalam melaksanakan tugas; kurang inisiatif atau tidak mampu 

mengambil inisiatif dalam menyelesaikan suatu pekerjaan; dan tidak peduli 

terhadap hasil pekerjaan. 

3. belum optimalnya dukungan organisasi dalam pengembangan TSP melalui 

pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan pekerjaannya.  

Bersinggungan dengan hal tersebut, bahwa kinerja merupakan aspek yang 

krusial dalam mencapai tujuan individu maupun organisasi. Untuk mencapai 
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kinerja yang optimal diperlukan pemahamanan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

individu pegawai dalam suatu organisasi. Mathis dan Jackson (Kaswan & Akhyadi, 

2015, p. 155) menyebutkan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi 

kinerja pegawai yaitu (1) kemampuan individu pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaan (kompetensi); (2) usaha atau dorongan yang dilakukan oleh individu 

pegawai itu sendiri (motivasi); dan (3) dukungan organisasi. Dengan demikian 

Kompetensi, motivasi, dan dukungan organisasi memiliki peran penting dalam 

mengoptimalkan kinerja individu dan tim dalam sebuah organisasi. Kompetensi 

yang tinggi memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif 

dan efisien. Motivasi yang kuat dapat mendorong pegawai untuk berusaha lebih 

keras, menunjukkan dedikasi, dan mencapai target yang ditetapkan. Dukungan 

organisasi dalam pelatihan memberikan fondasi yang diperlukan bagi pegawai agar 

dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Dengan sinergi antara 

kompetensi, motivasi, dan dukungan yang diberikan, kinerja organisasi dapat 

mencapai tingkat optimal dan berkinerja lebih tinggi. 

Sehubungan dengan itu, upaya untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja dapat menjadi kunci sekaligus strategi untuk 

mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi. Dengan demikian, penting untuk 

menganalisis kinerja TSP sebagai bagian dari upaya mendukung kinerja Setjen 

DPR RI. Dengan mengindentifikasi dan mengeksplorasi sejumlah faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja TSP di Setjen DPR RI, diharapkan dapat menciptakan 

strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja TSP di Setjen DPR RI.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, adapun kondisi-kondisi 

yang masih menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 
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1. Adanya kondisi kekurangan PNS dan beban kerja berlebihan bagi PNS yang 

tersedia, dapat berdampak pada menurunnnya kinerja dan kualitas dukungan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI; 

2. Adanya kondisi belum optimalnya kinerja TSP di Setjen DPR RI. Hal ini 

terlihat dari: 

a. kurang memadainya kompetensi TSP; 

b. kurangnya motivasi TSP dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan; 

c. belum optimalnya dukungan organisasi dalam pengembangan TSP untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Sebagaimana identifikasi permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka 

yang menjadi rumusan permasalahan yaitu: 

1. Mengapa kinerja Tenaga Sistem Pendukung di Setjen DPR RI belum optimal;  

2. Bagimanakah strategi untuk mengoptimalkan kinerja Tenaga Sistem 

Pendukung di Setjen DPR RI.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian yaitu: 

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya 

kinerja TSP Setjen DPR RI sehingga dapat memberikan pemahaman yang 

lebih baik dalam meningkatkan kinerja TSP guna mendukung pencapaian visi, 

misi dan tujuan Setjen DPR RI; 

2. Untuk menentukan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja TSP di 

Setjen DPR RI.  
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih baik dan memperluas pengetahuan tentang aspek manajemen, 

khususnya manajemen sumber daya manusia; 

b. Organisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat praktis 

bagi organisasi, berkontribusi dalam pengembangan kebijakan untuk 

mengoptimalkan kinerja TSP di Setjen DPR RI. 

 

2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu pengembangan penelitian, 

khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia, dan memberikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kurang optimalnya kinerja TSP di Setjen DPR RI disebabkan oleh faktor-faktor 

berikut ini: 

a. Faktor Kompetensi: kurangnya kompetensi baik pengetahuan atau 

keterampilan atau sikap kerja yang dimiliki TSP. Beberapa TSP masih belum 

memahami cara melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai standar, yang 

menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas, penundaan 

pekerjaan, dan hasil kerja yang kurang berkualitas, serta kurang memahami 

nilai-nilai organisasi. Tanpa pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

memadai, TSP akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan 

tugas, sehingga kinerjanya menjadi kurang optimal. 

b. Motivasi: kurangnya pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab 

sebagai TSP dan belum adanya kesempatan untuk mengembangkan diri, 

menjadi pemicu rendahnya motivasi TSP dalam bekerja. Tanpa rasa 

tanggung jawab yang kuat, TSP dapat kehilangan motivasi untuk 

menyelesaikan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas, sehingga 

berdampak pada penurunan kinerja. Selain itu, tidak adanya kesempatan 

untuk pengembangan, dapat menyebabkan kejenuhan dan kurangnya 

motivasi TSP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

mencapai potensi penuh dalam pekerjaan. Akibatnya, kinerja individu dan 

organisasi secara keseluruhan dapat terpengaruh dampak negatif yang 

menyebabkan penurunan produktivitas dan kurang optimalnya kinerja.  

c. Dukungan Organisasi: Kurangnya dukungan organisasi dalam peningkatan 

kompetensi atau pengembangan kapasitas TSP. Tanpa adanya program 

peningkatan kompetensi atau pengembangan kapasitas TSP, TSP tidak akan 

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 
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dan sikap kerjanya, yang berdampak pada kurangnya kemampuan TSP untuk 

mengatasi perubahan tuntutan pekerjaan. 

2. Dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengembangkan TSP akan 

memberikan manfaat yang signifikan baik bagi organisasi Sekretariat Jenderal 

DPR RI maupun bagi TSP itu sendiri. Bagi Sekretariat Jenderal DPR RI, 

pengembangan TSP akan meningkatkan produktivitas dan kinerja. Sementara 

itu, bagi TSP, hal ini akan meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas 

dan menyelesaikan masalah pekerjaan. Dukungan ini juga memotivasi TSP 

untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan baru, serta 

sikap kerja yang mendukung pelaksanaan tugas. Dengan demikian, TSP akan 

lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki peluang untuk 

mengembangkan diri. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi TSP dapat 

menjadi strategi penting bagi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk 

mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi. 

 

B. Saran 

Sesuai uraian kesimpulan, bahwa dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kompetensi TSP di Setjen DPR RI, diperlukan hal-hal 

berikut: 

a. menyediakan pelatihan dan merancang program pelatihan yang 

berkelanjutan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta sikap/perilaku kerja TSP di Setjen DPR RI yang 

disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja atau organisasi. program 

pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik mulai teknis sampai dengan 

soft skill.  

b. menyediakan teknologi pembelajaran, artinya memanfaatkan teknologi 

untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat ke sumber pembelajaran 

baik itu dalam bentuk kursus online, webinar atau platform berbasis 

aplikasi. Hal tersebut dapat membantu TSP untuk belajar secara mandiri 

dan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. 
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2. Untuk meningkatkan motivasi TSP, perlu mengimplementasikan program 

coaching (pembinaan) untuk membantu TSP di Setjen DPR RI 

mengembangkan potensi atau kapasitasnya. Dengan adanya peran atasan atau 

pemimpin yang berpengalaman, dapat memotivasi atau mendorong TSP agar 

dapat belajar dari pengalaman atasan dan mendapatkan arahan untuk 

melaksanakan pekerjaan atau tugasnya, sehingga TSP dapat memahami 

tanggung jawabnya, merasa diakui, didukung dalam pelaksanaan tugas dan 

pengembangan kapasitas diri. 

3. Dukungan organisasi terhadap pengelolaan TSP, diperlukan hal-hal berikut: 

a. menyediakan program dan anggaran pelatihan bagi TSP yang disesuaikan 

dengan kebutuhan organisasi. 

b. mengimplementasikan rotasi kerja, yaitu dengan memberikan kesempatan 

kepada TSP untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang berbeda atau 

pekerjaan yang sama di unit kerja yang berbeda. Dengan rotasi kerja 

diharapkan dapat memberikan variasi pekerjaan sekaligus menambah 

pengalaman kerja bagi TSP serta meningkatkan motivasi. 

c. meningkatkan status kedudukan TSP dari pekerja dengan perjanjian kerja 

dengan mekanisme barang dan jasa menjadi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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